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ABSTRAK

MUHAMMAD NASHRUL RAKHMAWAN, NIM: 2008206006, “ANALISIS
TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI
KONSTITUSI DAN SIYASAH SYAR’IYYAH”, 2024.

Mahkamah Konstitusi membuat kewenangan dalam memutuskan pembu-
baran partai politik yang sebelumnya berada di tangan Presiden, kini diserahkan
kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24 (C) ayat 1 Undang-Undang
1945. Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 2
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara
dalam Pembubaran Partai Politik Bahwa Partai Politik dapat dibubarkan oleh
Mahkamah Konstitusi apabila: Ideologi, asas, tujuan, program partai politik
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; dan/ atau Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dengan adanya ketentuan pembubaran partai politik tentu dapat men-
imbulkan kemungkinan pemberhentian terkait status anggota dewan dari partai
tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat suatu partai politik yang dibubarkan
tentu akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum terkait status ang-
gota DPR dari partai yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Peneliti bertujuan untuk untuk mengetahui proses pembubaran dan akibat
hukum atas pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah
Konstitusi, mengetahui pandangan prespektif teori konstitusi/ketatanegaraan
dalam pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi,
mengetahui pandangan prespektif teori siyasah syar’riyah dalam pembubaran
partai politik berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis
dengan menjadikan undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku hukum,
jurnal hukum/Islam, dan kamus hukum sebagai kepustakaan. Dengan metode ini,
penulis menganalisis pembubaran partai politik berdasarkan kewenangan
mahkamah konstitusi perspektif teori konstitusi dan teori siyasah syari’yyah da-
lam menyelesaikan skripsi ini.

Hasil penelitian ini yaitu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
untuk membubarkan partai politik yang melanggar ketentuan dalam UUD 1945
dan Undang-Undang Partai Politik. Proses pembubaran dimulai dengan pengajuan
oleh pemerintah dan dapat berakibat pada pelarangan aktivitas politik yaitu
pemberhentian anggota DPR/DPRD sehingga menyebabkan kekosongan hukum
yang mengganggu keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif, Partai politik
dapat dibubarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau menyebabkan
kekacauan dalam masyarakat. Proses pembubaran harus dilakukan secara adil dan
transparan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Undang-undang Dasar.



ABSTRACT

MUHAMMAD NASHRUL RAKHMAWAN, NIM: 2008206006, “ANALYSIS
OF THE DISSOLUTION OF POLITICAL PARTIES BASED ON THE AU-
THORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT FROM THE PERSPEC-
TIVE OF CONSTITUTIONAL THEORY AND SYAR’IYYAH SYSTEM?”, 2024.

The Constitutional Court has made the authority to decide on the dissolu-
tion of political parties which was previously in the hands of the President, now
handed over to the Constitutional Court in accordance with Article 24 (C) para-
graph 1 of the 1945 Constitution. The dissolution of Political Parties by the Con-
stitutional Court is based on Article 2 of the Constitutional Court Regulation
Number 12 of 2008 concerning Procedural Procedures in the Dissolution of Polit-
ical Parties That Political Parties can be dissolved by the Constitutional Court if:
The ideology, principles, objectives, and programs of the political party are con-
trary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and/or Political party
activities are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or the
consequences thereof are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of In-
donesia. With the provisions on the dissolution of political parties, it can certainly
raise the possibility of dismissal related to the status of members of the council of
the party. If in the future there is a political party that is dissolved, it will certainly
cause confusion and legal uncertainty regarding the status of members of the DPR
from the party dissolved by the Constitutional Court.

The researcher aims to determine the process of dissolution and legal con-
sequences of the dissolution of political parties based on the authority of the Con-
stitutional Court, to find out the perspective of the constitutional/state administra-
tion theory in the dissolution of political parties based on the authority of the
Constitutional Court, to find out the perspective of the siyasah syar'riyah theory
in the dissolution of political parties based on the authority of the Constitutional
Court.

The type of research used in writing this thesis is normative research using
a normative juridical legal approach by using laws, regulations, law books, le-
gal/lslamic journals, and legal dictionaries as literature. With this method, the
author analyzes the dissolution of political parties based on the authority of the
constitutional court from the perspective of constitutional theory and siyasah
syari'yyah theory in completing this thesis.

The results of this study are that the Constitutional Court has the authority
to dissolve political parties that violate the provisions of the 1945 Constitution
and the Political Party Law. The dissolution process begins with a submission by
the government and can result in a ban on political activities, namely the dismis-
sal of members of the DPR/DPRD, causing a legal vacuum that disrupts commu-
nity representation in legislative institutions. Political parties can be dissolved if
they conflict with Islamic values or cause chaos in society. The dissolution process
must be carried out fairly and transparently.

Keywords: Constitutional Court, Political Parties, Constitution.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan
disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

latin.
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif g Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
d Ja J Je
Ha (dengan titik di
c Ha H
bawah)
& Kha Kh Ka dan Ha
4 Dal D De
3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Za Z Zet
o Sa S Es
U Sya SY Es dan Ye
ol Sa S Es (dengan titik di

XV



bawah)

ol Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di
%) Za Z
bawah)
4 ‘Ain ¢ Apostrof Terbalik
1
¢ Ga G Ge
K o Fa F Ef
a - .
A Qa Q Qi
t
o d Ka K Ka
J La L El
nm
1 p Ma M Em
n O Na N En
g
‘ 3 Wa W We
i
k 2 Ha H Ha
u s Hamzah d Apostrof
t
; ] Ya Y Ye

vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah () terletak di tengah

atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
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B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah | I
j Damah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf; yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
7] Fathah dan ya Ai Adanl
& Fathah dan wau Tu Adan U
Contoh:
i kaifa
J® : haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, trans-
literasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat Huruf
dan Nama dan Nama
Huruf Tanda
a dan
Fathah dan o
o~ < ‘ a garis di
alif atau ya
atas
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i dan

- Kasrah dan ya I garis di
atas
u dan
Dammah dan _ o
S~ U garis di
Wau
atas
Contoh:
ala ;o mata
AL rama
32 gila

&% 1 yamiitu
D. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbiitah yang
hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti oleh ka-
ta yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Juksdy) 4y . raudah al-atfal
M‘ 3—*:'4-65‘ . al-madinah al-fadilah
FRN . al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( - ), dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi

tanda syaddah. Contoh:

&) : rabbana
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L najjaina
G al-haqq
& ¢ al-hajj

ad o onuima

FE

3 : ‘aduwwun

Jika huruf ¢ ber- fasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
berharkat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:
& . ‘Alr (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
(¥ . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hu-
ruf J (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:
(i) . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a5 » al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
daday - al-falsafah
Sl > al-biladu
. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab ia berupa alif.
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Contohnya:

s 05 fa . -
O3l | ta’muriina
, % ,

& gill D al-nau

& (ot © syai’un
Lo .

<l L umirtu

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia
Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Alquran (dari a/-Qur ’an), sunnah, hadis, khusus dan umum.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah qgabl al-tadwin
Al-‘Ibarat Fi ‘Umum al-Lafz la bi khusius al-sabab

|. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditranslit-

erasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
& & dinullah

Adapun fa marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:
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& Al A ab: hum fi rahmatillah

. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (41! Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama
pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari
judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qu
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